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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab 

pembahasan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian 

menyimpulkan penelitian sebagai berikut: 

1. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 

260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl menyebutkan bahwa unsur “melanggar 

kesusilaan” merujuk pada UU Pornografi khususnya dalam Pasal 4 

UU Pornografi. Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/Pn.Smn, 

menyebutkan bahwa unsur “melanggar kesusilaan” merujuk pada 

perbuatan yang tidak boleh dan tidak patut untuk dilakukan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Tar 

menyebutkan bahwa unsur “melanggar kesusilaan” merujuk pada 

Pasal 281 KUHP sebagai lex generalis dari UU ITE. Berdasarkan 

ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

inkonsistensi pada putusan hakim tentang tindak pidana penyebaran 

konten pornografi di media elektronik berkaitan dengan pemaknaan 

frasa "kesusilaan”.  

B. Saran 

1. Bagi Hakim, Hakim yang memeriksa perkara penyebaran konten 

pornografi di media elektronik pada Putusan Nomor 

260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor 
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442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 

230/Pid.Sus/2022/PN.Tar dan bagi hakim lain yang memeriksa 

perkara penyebaran konten pornografi di media elektronik sebaiknya 

memaknai kesusilaan menggunakan satu peraturan perundang-

undangan saja yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam UU 

tersebut sudah diatur secara jelas mengenai makna tentang 

kesusilaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang memperlihatkan 

ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan 

dengan nilai-nilai dalam masyarakat di suatu tempat dan waktu 

perbuatan dilakukan. Pengertian tersebut disesuaikan dengan standar 

yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu 

(contemporary community standard).  

2. Bagi Penuntut Umum, diharapkan Penuntut Umum dalam melakukan 

pemaknaan mengenai unsur pelanggaran kesusilaan sesuai dengan 

satu peraturan perundang-undangan saja yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

karena dalam UU tersebut sudah diatur secara jelas mengenai makna 

tentang kesusilaan dan sesuai dengan kebenaran materiil sehingga 

dalam pembuatan surat dakwaan maupun surat tuntutan tetap 

mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat secara adil.  
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